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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap 2 pokok permasalahan, 

maka dari permasalahan tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peran Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang dalam berlangsungnya 

proses diversi dari tahap penunjukkan, koordinasi, upaya, musyawarah, 

kesepakatan, pelaksanaan kesepakatan, pengawasan dan pelaporan, penerbitan 

suart ketetapan penghentian penuntutan dan registrasi diversi sudah optimal. 

Penuntut Umum juga melakukan beberapa upaya agar diversi bisa terlaksana. 

2. Hambatan jaksa Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara melalui diversi 

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Padang 

yaitu: 

a. Pemahaman terhadap pengertian diversi. 

b. Faktor dari korban 

c. Faktor dari pelaku 

d. Faktor masyarakat sekitar dan tokoh masyarakat 

e. Sarana dan prasarana 

B. Saran 

1. Pengertian tentang diversi sebaiknya perlu disosialisasikan kepada masyarakat 

luas. Aparat penegak hukum diharapkan dapat lebih meningkatkan penyuluhan 

dan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai adanya sistem diversi 

berdasarkan keadilan restoratif dalam UU SPPA agar tidak terjadi 
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kesalahpahaman antara penegak hukum dan masyarakat. Serta penyuluhan dan 

sosialisasi ini juga membantu agar menghilangkan stigma negatif terhadap anak 

yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan anak dapat diterima kembali 

dalam lingkungan masyarakat dengan baik. 

2. Perlu disegerakan untuk penyediaan ruang Kaukus di Kejaksaan Negeri 

Padang, karena ruang Kaukus sangat penting dalam proses berlangsungnya 

diversi, apabila tata tertib musyawarah dalam diversi dilanggar atau tidak 

dipatuhi dan menimbulkan keributan maka jaksa sebagai fasilitator dapat 

memisahkan kedua belah pihak pada ruangan yang berbeda (kaukus). 
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